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ABSTRACT 

 

 

  Deforestation is a complex problem in Indonesia that has been continuously occurring 

since the centralized regime, where the state puts its power to control all the forest area in the 

territory of Indonesia. Some factors often discussed as the driving forces for this problem are 

increasing of population, economic growth, development of technology, and government 

policy. This study is not directed to see these factors one by one, but to analyze the problem of 

deforestation comprehensively through political ecology lens. It is believed that the 

environmental problem, including deforestation, does not occur naturally, but it is designed 

by some actors such as central government, local government, business, and forest 

community, that further interconnected with the government policies. Taking the deforestation 

case in Semidang Bukit Kabu conservation forest, located in the district of Bengkulu Tengah, 

this study is an attempt to track what kind of actors’ activities and the government’s policies 

as well that have been the triggers for the deforestation. To do that, this study is not only 

paying attention to the recent problem, in decentralized era, but also track back to the 

deforestation case in the centralized regime, analyzing the connection of the actors and 

progress of government policies during the centralized and decentralized period. The result 

explains that the interaction among actors is characterized with the domination of the central 

government actor as the representative of the state. In the name of the state’s interest which is 

closely related with capitalism, the central government decision in declaring the Semidang 

Bukit Kabu forest as conservation forest in 1973 and allowing unsustainable practice of the 

coal mining corporation to dig mineral around the forest in early 80’s is far more weight to 

serve elite’s, government and business, that the forest community. Then, the identical model 

has been run in decentralization era. Even though it is mandated by the law to transfer power 

to the local government and encourage local participation in forest management, the real 

power to control the forest is still hold by the central government. In that sense, there is 

unclear authority in managing the forest. Consequently, the deforestation continuously 

happens because the actors are busy with their own businesses, taking benefit from the forest 

extraction.               
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ABSTRAK 

 

 

  Deforestasi di Indonesia merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi semenjak 

dari masa pemerintahan terpusat. Beberapa faktor penyebab yang sering dikaitkan dengan 

permasalahan ini yaitu pertumbuhan dan persebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, 

perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Melalui perspektif political ecology dan 

mengambil kasus kerusakan di hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, Bengkulu Tengah, 

penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi faktor-faktor tersebut. Fokus penelitian tidak 

hanya pada kerusakan hutan yang terjadi saat ini, melainkan memelajari proses yang terjadi 

dari pemerintahan terpusat hingga era desentralisasi. Selain itu, peran berbagai aktor seperti 

pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, pihak perusahaan 

pertambangan dan perkebunan, dan masyarakat sekitar hutan, turut menjadi bagian dari 

analisis. Hasilnya menjelaskan bahwa walaupun hutan Semidang Bukit Kabu berstatus hutan 

konservasi, namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan keberpihakan pemerintah 

terhadap kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Kenyataannya 

penetapan status hutan konservasi pada tahun 1973 tersebut dilakukan secara sepihak. 

Kemudian,ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah diawal tahun 80-an 

dilanjutkan dengan keluarnya ijin usaha lainnya untuk kawasan sekitar hutan dan bahkan 

membiarkan praktik-praktik pencemaran lingkungan yang terjadi telah memicu terjadinya 

konflik dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, tata kelola hutan yang dijalankan di 

sekitar wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu masih mengikuti model pemerintahan 

terpusat, dimana kepemilikan hutan oleh negara dan berideologikan kapitalisme-eksploitatif, 

sehingga atas nama kepentingan negara kebijakan-kebijakan yang dihasilkan memberikan 

peluang pada aktor-aktor terkait terutama pegusaha pertambangan dan perkebunan untuk 

melakukan ekploitasi secara besar-besaran tanpa mengindahkan aspek kelestarian lingkungan 

dan kesejahteraan masyarakat setempat. 
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1. Pendahuluan 

Permasalahan kerusakan lingkungan, terutama permasalahan deforestasi, dalam 

traditional theories dan structural theories sering kali dikaitkan dengan beberapa faktor 

penyebab seperti pertumbuhan dan persebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, 

perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah (Ostrom, et.al, 2005). Namun pada 

kenyataannya terdapat beberapa peneliti yang tidak sepenuhnya setuju dan berpendapat bahwa 

tidak ada hubungan yang linear antara tekanan penduduk dengan kerusakan lingkungan 

(Caldwell, 1984; Bilsborrow dan DeLargy, 1991; Wolman, 1993). Hal tersebut juga didukung 

laporan Blaikie dan Brookfield (1987) bahwa kerusakan lingkungan terjadi pada kedua 

wilayah, baik pada wilayah yang mengalami peningkatan tekanan populasi maupun pada 

wilayah yang tekanan populasinya menurun. Perbedaan pandangan tersebut, menurut Gibson, 

et.al (2000) menunjukkan bahwa analisis-analisis mengenai kerusakan lingkungan tersebut 

kebanyakan fokus pada level makro, dan mengabaikan level mikro dimana terdapat peran 

masyarakat dan institusi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga yang terjadi 

yaitu penanganan permasalahan pada level makro tidak mampu menyelesaikan permasalahan 

kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan keselarasan 

hubungan antara level makro dan mikro dalam pengelolaan sumber daya alam demi 

terjaganya kelestarian lingkungan.     

Ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam sering memicu konflik antar aktor 

yang berujung pada pengabaian aturan-aturan dan dapat memicu kerusakan lingkungan 

(McKean, 2000). Di Indonesia, konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, terutama 

terkait perebutan lahan, telah lama dimulai. Astuti (2011) menjelaskan bahwa perebutan lahan 

antara petani dan investor telah terjadi sejak jaman pemerintahan kolonial yang dipicu oleh 

kebijakan pemerintah kolonial yang memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya untuk 

kepentingan industri perkebunan. Kemudian pada masa kemerdekaan, khususnya pada masa 

Orde Baru, terjadi eskalasi konflik lahan secara signifikan dengan dua bentuk konflik: 

pertama, konflik antara petani dan swasta karena turunnya HGU (Hak Guna Usaha) atas lahan 

petani yang selama ini diolah secara turun temurun; kedua, konflik antara petani dan 

pemerintah terkait dengan pembebasan lahan diatas tanah yang dimiliki petani untuk 

pembangunan berbagai kepentingan umum. Selanjutnya Pujiriyani, dkk (2012) yang 

didasarkan oleh kajian-kajian AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), juga memberikan 

pemaparan bahwa konflik lahan yang terjadi selama 32 tahun masa Orde Baru (1966-1998) 

menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan karena kebanyakan 
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penguasaan tanah-tanah masyarakat dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan 

swasta (investor) seperti program Revolusi Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan 

melalui skema Hak Guna Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak 

Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), serta skema lainnya yang serupa. 

 Laporan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (2013) yang lebih menyoroti kasus-

kasus konflik lahan dalam skala besar menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 2004 – 2013 

terjadi 987 kasus. Berdasarkan laporan tersebut pula diketahui bahwa intensitas konflik paling 

tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar, kemudian diikuti dengan 

pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, konflik lahan di sektor kehutanan, konflik 

lahan di sektor pertambangan, dan selanjutnya diikuti konflik lahan yang terjadi di berbagai 

sektor lainnya. Lebih lanjut lagi konflik-konflik tersebut diiringi oleh kerusakan lahan hutan 

dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh tulisan Djuweng, S dalam 

Mujiburohman, dkk (2012) yang memberikan contoh dari dampak negatif proyek perkebunan 

skala besar yaitu 1) rusaknya lingkungan; 2) rusaknya kehidupan masyarakat adat, 

ketergantungan ekonomi; 3) pemusatan perolehan lahan; 4) monopoli dan korupsi. 

Fenomena bangkitnya berbagai konflik lahan yang diiringi oleh kerusakan-kerusakan 

lingkungan inilah yang kemudian menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Menyadur pendapat 

Salim, Aziz (2010) menjelaskan bahwa konflik terkait lahan pada dasarnya merupakan 

konflik kepentingan yang terjadi antara para aktor pembangunan yang terdiri dari tiga 

kelompok besar yaitu pemerintah, swasta (investor), dan kelompok masyarakat. Konflik dapat 

terjadi antara perusahaan dan pemerintah, antara perusahaan dan masyarakat, antara berbagai 

institusi di pemerintahan, antara berbagai kelompok masyarakat lokal, bahkan juga dapat 

melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersamaan. Selanjutnya pemikiran 

Bryant dan Bailey kembali dijelaskan oleh Shaleh (2013) bahwa aktor-aktor yang kuat 

memiliki kecenderungan untuk menang dan akan menguasai sumber daya lahan, sedangkan 

aktor lain yang lemah akan terpinggirkan. Disinilah terjadi tragedy of the enclosure 

(pembatasan hak dan akses), dimana terjadi praktik pengambilalihan penguasaan sumber daya 

seperti pengambilalihan sumber daya lahan dari masyarakat oleh negara dengan motif 

komersialisasi maupun konservasi tanpa mengindahkan hak dan akses mereka. Akhirnya, 

masyarakat yang menjadi korban dan termarjinalkan, baik karena hilangnya akses mereka 

maupun munculnya situasi dimana mereka harus terus bertahan hidup pada lingkungan yang 

telah terdegradasi (Bryant dan Bailey, 1997; Shaleh, 2013).  
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Pandangan yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Salmi dalam Qadim HS (2012), 

bahwa pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak masyarakat lokal terhadap SDA-L 

merupakan bentuk-bentuk kekerasan ekologis (eco-violence) yang sering terjadi dalam praktik 

kebijakan pengelolaan SDA-L di banyak negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. 

Akses dan hak ekslusif diberikan dan atau diperoleh seseorang atau suatu perseroan 

merupakan bentuk penghargaan serta pengendalian politik yang bermuara pada ketidakadilan 

distribusi SDA-L. Pihak penguasa berupaya mengekstraksi SDA-L semaksimal mungkin 

dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, sementara pihak lain yang terpinggirkan 

seperti masyarakat semakin terdesak dan merambah ke wilayah-wilayah konservasi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka (Qadim HS; 2012).  

Sementara itu fokus kajian Marten mengenai permasalahan kerusakan lingkungan 

dalam konflik lahan dijelaskan oleh Dharmawan (2005), bahwa berbagai kerusakan 

lingkungan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketimpangan pertukaran 

materi, informasi, dan energi (exchange mechanism) antara manusia yang berada di ruang 

sosial masyarakat (human system domain) versus sumber daya alam di ruang non-human 

system. Dalam hal ini sektor swasta yang berideologikan kapitalisme-eksploitatif dan 

berintikan prinsip maksimisasi profit dipandang sebagai agen yang paling bertanggung jawab 

atas kehancuran sumber daya alam. Ketidakseimbangan interaksi antara aktor pada level 

makro dan mikro tersebutlah yang kemudian mempengaruhi pola perilaku ataupun tindakan-

tindakan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang terdapat di 

hutan. Lebih lanjut lagi kerusakan hutan tersebut juga diiringin oleh hilangnya berbagai 

keanekaragaman hayati (biodiversity loss).  

Untuk menganalisis keterlibatan berbagai aktor dan kompleksnya interaksi yang 

terjadi diantara mereka dalam permasalahan kerusakan hutan, kemudian penelitian memilih 

sudut pandang political ecology sebagai focus utama. Hal tersebut tidak terlepas dari 

pemahaman bahwa Political ecology berupaya menjelaskan interaksi antara berbagai kelompok yang 

terlibat dalam konflik, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu interaksi antara berbagai kelompok 

tersebut dengan alam (Bryant dan Bailey, 1997; Dharmawan, 2007). Selain itu, kacamata political 

ecology berupaya untuk mengkombinasikan perhatian terhadap ekologi dan ekonomi politik 

dalam arti luas, dimana keduanya mengarah pada dialektika yang secara konstan saling 

mempengaruhi antara masyarakat dan sumber daya berbasis tanah, serta melibatkan berbagai 

kelas dan kelompok dalam masyarakat itu sendiri (Blaikie dan Brookfield, 1987; Forsyth, 

2003; Abdoellah, 2012) 
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Penelitian terkait kerusakan lingkungan dan konflik pengelolaan sumber daya lahan 

dalam perspektif political ecology pada dasarnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di 

Indonesia, beberapa diantaranya yaitu penelitian Kuswijayanti (2007) berjudul Konservasi 

Sumber daya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik yang 

menganalisis konflik antara organisasi non-pemerintah dan pemerintah, sekaligus memetakan 

akses dan hak; penelitian Qadim HS (2012) yang berjudul Ekologi Politik Pengelolaan 

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era 

Reformasi Politik Nasional yang menggambarkan konflik kepentingan dan perebutan akses 

dan hak atas SDA-L di kawasan taman nasional tersebut; dan penelitian-penelitian Hidayat 

(2011) yang berjudul Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda memaparkan 

konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan beberapa taman 

nasional di Indonesia. Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa perspektif political 

ecology digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan 

kerusakan lingkungan.  

Adapun kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kerusakan wilayah hutan 

konservasi Semidang Bukit Kabu, di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini tidak terlepas dari 

kenyataan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu daerah dengan tingkat 

kerusakan hutan konservasi dan potensi konflik lahan terbesar di Provinsi Bengkulu. 

Menariknya, disana tidak hanya terdapat kepentingan konservasi, melainkan juga terdapat 

kepentingan dari sisi industri pertambangan dan perkebunan, serta keberlanjutan kehidupan 

masyarakat sekitar. Kondisi ini terkait dengan banyaknya keberadaan lahan-lahan konsesi 

untuk sektor perkebunan dan pertambangan yang bersinggungan dengan wilayah pedesaan, 

bahkan beberapa diantaranya juga bersinggungan dengan wilayah hutan lindung dan daerah 

konservasi (WALHI, 2012).  

Dengan membahas kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Interaksi antar aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan, serta perubahan-perubahan yang terjadi di era desentralisasi akan 

menjadi pokok perhatian. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana interaksi aktor-aktor 

dalam proses pembangunan berdampak pada kerusakan hutan. 

2. Metodologi 

Fokus penelitian ini terletak pada analisa mengenai proses terjadinya kerusakan hutan 

konservasi Semidang Bukit Kabu dan keterlibatan aktor-aktor pembangunan dalam proses 
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kerusakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Creswell (2009) sebagai suatu 

usaha untuk memahami dan menjelaskan peran dari aktor (individu atau kelompok) dalam 

membentuk fenomena atau permasalahan sosial. Patton (1990) juga menjelaskan bahwa 

kekuatan utama yang dimiliki oleh penelitian kualitatif yaitu mampu menjelaskan suatu 

proses yang memicu terjadinya suatu hasil, dimana penelitian yang bersifat eksperimen dan 

survei sering kali tidak mampu menjelaskan proses tersebut dengan baik. Senada dengan hal 

tersebut, Merriam (1988) juga menerangkan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada proses dibanding hasil, namun bukan berarti hasil menjadi hal yang tidak penting.  

Penelitian ini dilandasi pemahaman dasar perspektif political ecology yang dijelaskan 

oleh Bryant (1992) bahwa perubahan lingkungan terjadi tidak hanya secara alamiah, namun 

juga disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan 

sumberdaya alam (political sources). Dengan demikian apa yang terjadi saat ini (conditions), 

berupa kerusakan lingkungan dan resistensi masyarakat yang berujung pada konflik dipahami 

sebagai hasil dari kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan melalui interaksi berbagai aktor 

yang berkepentingan. Disamping kondisi tersebut, juga terdapat konsekuensi politik dan 

dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (ramifications) yang juga perlu terus 

direspon oleh aktor-aktor tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa manusia 

(aktor) selalu terlibat dan menjadi pokok perhatian dalam setiap dimensi dalam political 

ecology.  

Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian mengenai political ecology of 

environmental degradation dengan mengambil studi kasus kerusakan hutan konservasi 

Semidang Bukit Kabu, di Desa Kota Niur Kabupaten Bengkulu Tengah ini akan memotret 

interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam konflik sumberdaya lahan dan lebih lanjut 

lagi menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi perubahan-perubahan 

yang terjadi pada lingkungan. Bryant dan Bailey dalam Kuswijayanti (2007) memaparkan 

bahwa political ecology dalam konteks negara berkembang (Dunia III) adalah tentang 

perjuangan para aktor dalam mengendalikan lingkungan, dengan demikian sangatlah penting 

untuk memahami pengaruh yang lebih luas dan kepentingan para aktor itu sendiri untuk 

memahami bagaimana para aktor saling berinteraksi. Adapun aktor-aktor yang teridentifikasi 

terkait pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan pada kasus ini yaitu: pemerintah pusat 

melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah 

khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan pemerintah Provinsi Bengkulu, 
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perusahaan pertambangan dan perkebunan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 

hutan. Dengan demikina, sumber informasi utama dalam penelitian yaitu aktor-aktor tersebut.  

Dengan fokus pada aktor-aktor tersebut sebagai sumber informasi utama, penelitian ini 

memiliki dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu?; dan kedua, bagaimana sudut 

pandang political ecology memahami proses kerusakan hutan tersebut? Poin pertama akan 

dijelaskan melalui serangkaian analisis dari sudut pandang sosial budaya, ekonomi, dan 

kelembagaan. Penjelasan dari ketiga pemahaman tersebut akan menjadi pembuka bagi 

pembahasan dari perspektif political ecology. Sedangkan poin kedua yang lebih melihat 

proses akan dijelaskan melalui analisis terhadap ketiga dimensi dalam perspektif political 

ecology, yaitu kebijakan dan program pemerintah terkait pengelolaan sumberdaya lahan 

(political sources), konflik dan kondisi kerusakan lingkungan saat ini yang merupakan hasil 

dari implentasi kebijakan dan program tersebut (conditions), serta dampak terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dan konsekuensi lanjutan akibat dari kerusakan lingkungan yang 

terjadi (ramifikcations). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara sederhana gambaran 

mengenai kerangka analisis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Kerangka Analisis 

Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu   

Analisis Ekonomi 

Analisis interaksi antar aktor dalam konflik lahan 

Mempelajari bagaimana proses interaksi tersebut mampu 

memberikan pengaruh terhadap kerusakan hutan 

Analisis Sosial Budaya Analisis Kelembagaan 

Political Sources Conditions Ramifications 

Dimensi Political Ecology 
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Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengikuti langkah-langkah sesuai 

kerangka analisis tersebut, maka variabel penelitian dan kebutuhan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Kebutuhan Data 

 
Tujuan: Mempelajari interaksi antar aktor yang terjadi terkait konflik pengelolaan sumberdaya lahan 

di Desa Kota Niur, Kabupaten Bengkulu Tengah 

Variabel Kebutuhan Data Teknik Sumber Data 

Interaksi antar aktor dalam 

konflik pengelolaan 

sumberdaya alam  

 

Data mengenai indikator-indikator 

untuk mengetahui pola interaksi : 

1. motivasi atau arah kepentingan 

terhadap pengelolaan 

sumberdaya lahan;  

2. kekuatan (power) yang berarti 

tidak ada aktor-aktor yang terlalu 

dominan, sekalipun ada aktor 

yang memang memiliki 

kewenangan tertentu seperti 

negara (state) tapi mampu 

menggunakan wewenang tersebut 

secara bertanggungjawab; dan  

3. hubungan dengan aktor lainnya;  

4. rasa aman dalam hal jaminan 

atau pengakuan kepemilikan 

properti (property right). 

1. Data primer: 

wawancara 

langsung kepada 

perwakilan aktor-

aktor tersebut (key 

informants) 

ataupun informan 

yang dianggap 

dapat mewakili 

2. Data sekunder: 

mempelajari 

dokumen-dokumen 

yang mampu 

memberikan 

informasi mengnai 

aktor-aktor 

tersebut 

BKSDA Provinsi 

Bengkulu,  

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah,  

PT. Bukit Sunur,  

WALHI 

Bengkulu,  

Aparatur Desa 

Kota Niur, dan 

berbagai 

kelompok aktor 

lainnya yang 

teridentifikasi 

ketika penelitian 

di lapangan  

Tujuan: Mempelajari bagaimana proses interaksi tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan 

Variabel Kebutuhan Data Sumber Data  

Sumber-sumber politik 

(political sources): 

1. Gambaran mengenai kondisi sosial 

ekonomi, serta sistem 

pemerintahan dan politik yang 

membentuk kebijakan pengelolaan 

sumberdaya lahan pada level 

nasional 

2. Kebijakan, program dan kegiatan 

pemerintah lokal terkait 

pengelolaan sumberdaya lahan di 

Desa Kota Niur 

1. Data primer: 

wawancara 

langsung kepada 

perwakilan aktor-

aktor tersebut (key 

informants) 

ataupun informan 

yang dianggap 

dapat mewakili 

2. Data sekunder: 

mempelajari 

peraturan 

perundang-

undangan, 

program/kegiatan 

pemerintah, 

laporan penelitian, 

dan artikel-artikel 

pemberitaan   

BKSDA Provinsi 

Bengkulu,  

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah,  

Aparatur Desa 

Kota Niur, dan 

berbagai 

kelompok aktor 

lainnya yang 

teridentifikasi 

ketika penelitian 

di lapangan 
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Kondisi faktual (conditions)  1. Karakteristik geografis, dan 

kondisi wilayah Desa Kota Niur 

2. Karakteristik dan kondisi 

masyarakat di Desa Kota Niur: 

- Kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat 

- Hubungan/ketergantungan 

masyarakat dengan alam 

3. Penggunaan lahan dan aktivitas-

aktivitas pengelolaan sumber daya 

lahan di Desa Kota Niur 

4. Konflik dan kerusakan lingkungan 

yang terjadi: 

- Intensitas konflik 

- Jenis dan intensitas kerusakan 

lingkungan 

1. Data primer: 

observasi/ 

pengamatan 

langsung 

dilapangan dan 

wawancara  kepada 

perwakilan aktor-

aktor tersebut (key 

informants) 

ataupun informan 

yang dianggap 

dapat mewakili 

2. Data sekunder: 

mempelajari 

laporan penelitian, 

dan artikel-artikel 

pemberitaan 

BKSDA Provinsi 

Bengkulu,  

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah,  

PT. Bukit Sunur,  

WALHI 

Bengkulu,  

Aparatur Desa 

Kota Niur, dan 

berbagai 

kelompok aktor 

lainnya yang 

teridentifikasi 

ketika penelitian 

di lapangan 

 

Ramifikasi (ramifications): 

 

Gambaran mengenai dampak 

lanjutan dari konflik  

1. Gambaran mengenai perubahan  

perekonomian dan kehidupan 

sosial budaya masyarakat  

2. Kebijakan-kebijakan ataupun 

program dan kegiatan pemerintah 

sebagai konsekuensi dari konflik 

dan kerusakan lingkungan 

 

1. Data primer: 

observasi/ 

pengamatan 

langsung 

dilapangan dan 

wawancara  kepada 

perwakilan aktor-

aktor tersebut (key 

informants) 

ataupun informan 

yang dianggap 

dapat mewakili 

2. Data sekunder: 

mempelajari 

peraturan 

perundang-

undangan, 

program/kegiatan 

pemerintah, 

laporan penelitian, 

dan artikel-artikel 

pemberitaan   

BKSDA Provinsi 

Bengkulu,  

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah,  

Aparatur Desa 

Kota Niur, dan 

berbagai 

kelompok aktor 

lainnya yang 

teridentifikasi 

ketika penelitian 

di lapangan 

Sumber: Analisis Penulis, 2015 
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3. Hasil dan Pembahasan 

(1) Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan  

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada masa pemerintahan terpusat 

menunjukkan pola-pola yang cenderung ekploitatif dan kurang memperhatikan aspek-aspek 

keberlanjutan lingkungan. Kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

bahkan pernah ditargetkan dua digit oleh Presiden Soeharto, telah membuat berbagai potensi 

sumber daya alam Indonesia dijual secara terus menerus dan dalam jumlah yang besar. Bryant 

& Bailey (1997) mencontohkan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, dimana 

pemerintah mengijinkan ekploitasi hutan melalui aktifitas commercial logging secara besar-

besaran dan memberikan hak konsesi jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan 

pertambangan yang beraktifitas diwilayah hutan tanpa ada aturan yang ketat mengenai metode 

eksploitasi yang ramah lingkungan. 

Karakteristik lainnya yang menjadi corak rezim orde baru dengan pemerintahan yang 

terpusat ini yaitu kuatnya pengaruh militer dalam berbagai sektor pemerintahan. Berbagai 

kebijakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan exploitasi sumber daya alam, sering kali 

mendapat dukungan dari pihak militer. Ketika terjadi protes atau pergolakan di masyarakat 

tidak jarang angkatan bersenjata diturunkan. Dengan dukungan tersebut, berbagai upaya 

perlawanan masyarakat dapat diredam. Saleh, dkk (2012: 129) berdasarkan laporan KPA 

(2001) yang dikutip KOMNASHAM (2004) menjelaskan bahwa militer sebagai salah satu 

institusi negara sering kali berbenturan dengan rakyat karena ikut serta dalam barisan 

pemerintah yang bekerjasama dengan para pemodal. Oleh sebab itu sangat beralasan jika 

Astuti (2011) memandang bahwa kebijakan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam di 

Indonesia, terutama pada rezim orde baru, lebih condong pada kapitalisme. Adapun tanda-

tanda kapitalisme tersebut antara lain: (i) sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh 

dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi 

pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) perkebunan besar menguasai tanah yang luas; tak terbatas 

atau tak dibatasi; (iii) kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga 

kerjayang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme “ekstra pasar” (budak belian; 

kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya); (iv) perkebunan besar dikelola dengan cara sangat 

ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”; (v) birokrasi perkebunan besar 

tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena merupakan enclave yang terisolasi dari 

masyarakat (Aprianto, dkk 2012: 148). 
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Di era desentralisasi, terjadi upaya perubahan yang ditandai dengan pemberian 

kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal tata kelola sumber daya alam, 

diiringi dengan amanat untuk melibatkan masyarakat sebesar-besarnya. Namun, kenyataan 

saat ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Dalam 

aspek pengelolaan sumber daya alam, kecenderungan yang terjadi yaitu eksploitasi sumber 

daya alam yang semakin berlebihan diikuti dengan kerusakan lingkungan yang juga semakin 

menjadi-jadi. Yasmi, dkk (2005: 2 – 4) menilai bahwa permasalahan diawali dengan 

ketidakjelasan pendelegasian kekuasaan dan wewenang ke pemerintah daerah dalam UU No. 

22/1999 (diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), dan UU No. 25 /1999 

(diubah menjadi UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah), yang kemudian disusul dengan terbitnya PP No. 25/2000 (diubah menjadi PP No. 

38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota).  Ketidakjelasan tersebut menimbulkan berbagai macam manuver dan 

spekulasi di daerah. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah daerah kebanyakan 

memahami aturan tersebut sebagai peluang mutlak tanpa adanya batasan-batasan. Seperti 

yang dijelsakan oleh Dwiyanto, dkk dalam Maulidia (2014: 56) bahwa menurut survei GDS 

(Governance and Decentralization Survey) pada tahun 2002, kebanyakan aktor-aktor di 

daerah menafsirkan kebijakan otonomi daerah sebagai kesempatan yang dibuka selebar-

lebarnya untuk melakukan pelayanan publik, memperkuat posisi dan peranan pejabat daerah 

termasuk DPRD, dan mengekploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan daerah tersebut.  

Pada sektor kehutanan, Resudarmo, dkk (2012:27) memaparkan bahwa perwujudan 

amanah desentralisasi dimulai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 6/1999 yang 

memberikan kuasa pada bupati/walikota dan gubernur untuk memberikan ijin pengelolaan 

hutan masing-masing lebih dari 100ha untuk bupati/walikota dan lebih dari 10.000ha untuk 

gubernur. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk memberikan ijin 

seluas-luasnya bagi para pengusaha dengan berbagai skema seperti HPHH, IPHHK, dan 

IPPK, guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang rata-rata terbilang 

masih rendah. Skema ini memang terbukti mampu memberi dampak instan bagi pemerintah 

daerah, karena mereka dapat secara langsung menerima keuntungan dari bagi hasil 

pengelolaan dan pelepasan wilayah hutan. Namun untuk jangka panjang, langkah pemerintah 

daerah menerbitkan berbagai ijin pengelolaan dan pelepasan hutan ini potensial memperparah 
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kerusakan lingkungan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebagian besar keuntungan 

tersebut mengalir pada segelintir elit, bukan kepada masyarakat secara menyeluruh, akan 

semakin meminggirkan masyarakat disekitar hutan yang pada umumnya berstatus miskin dan 

memiliki ketergantungan hidup dari hasil hutan (Barr et al. 2001; Casson 2001; McCarthy 

2001a, b, 2004; Samsu et al. 2004; McGrath et al. dalam Yasmi, dkk 2005: 2). 

Selajan dengan hal tersebut, Arnold (2008) juga menyimpulkan bahwa ketidakjelasan 

dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait otonomi daerah tersebut berkontribusi 

terhadap semakin parahnya kerusakan lingkungan belakangan ini. Sementara itu, Maulidia 

(2014: 54), melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini karena adanya 

keberlanjutan sistem kekuasaan yang dipegang para elit. Ternyata otonomi daerah bukannya 

mengurangi tingkat kekuasaan para elit karena adanya peningkatan pertisipasi masyarakat, 

malah mempertegas kekuasaan elit-elit baru pada level daerah. 

 

(2) Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit 

Kabu 

Dari segi sosial budaya, beberapa faktor yang diidentifikasi turut berpengaruh pada 

kerusakan hutan Semidang Bukit Kabu, di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu: pertama, 

kelemahan dalam hubungan sosial masyarakat yang tinggal disekitar hutan Semidang Bukit 

Kabu. Heteregonitas yang tinggi dalam kelompok masyarakat ini telah membuat mereka 

cenderung bersifat indivudualis dan mementingkan kelompok mereka sendiri. Dengan sifat 

tersebut, sulit bagi mereka untuk menyatu membentuk kelompok bersama untuk mengelola 

dan menjaga kelestarian hutan. Kedua yaitu faktor pertambahan penduduk terutama yang 

berkaitan dengan migrasi. Terdapat dua macam tipe perpindahan penduduk yaitu perpindahan 

penduduk melalui program pemerintah dan perpindahan penduduk atas prakarsa sendiri. Pada 

tahun 80-an, pemerintah gencar melakukan program transmigrasi dengan memindahkan 

penduduk dari daerah yang padat seperti pulau Jawa ke daerah yang masih tergolong sepi. 

Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (dulu masih Kabupaten Bengkulu Utara) termasuk 

salah satu daerah tujuan transmigrasi tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

permintaan akan lahan pertanian. Selain itu, terdapat juga perpindahan penduduk sementara 

dengan motif ekonomi, hanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian. Tipe kedua inilah 

yang sulit terkontrol dan seringkali dikaitkan dengan fenomena peningkatan freerider, 

penyusup yang hanya menginginkan keuntungan tanpa peduli dengan keberlanjutan sumber 

daya alam.  Ketiga, komitmen yang rendah untuk melestarikan hutan. Ostorm (1990) 
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menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di masyarakat yang menjadi penghalang 

untuk terciptanya pengelolaan hutan secara lestari yaitu komitmen. Hal ini juga terjadi pada 

masyarakat yang heterogen di sekitar hutan Semidang Bukit Kabu. Daripada terlibat dalam 

program pemerintah untuk lakukan reboisasi, mereka lebih memilih untuk melakukan 

pekerjaan sehari-hari, menggarap kebun mereka. 

Dari sudut pandang ekonomi, terdapat beberapa alasan yang mampu menjelaskan 

mengapa fenomena kerusakan hutan kian hari kian menjadi-jadi. Pertama, alasan klasik 

pemerintah yaitu ekploitasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan pendapatan pemerintah guna menunjang pembangunan. Jika dahulu alasan ini 

sangat lekat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sekarang di era desentralisasi 

alasan yang sama juga digunakan oleh pemerintah daerah yaitu daerah memiliki hak untuk 

memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan melibatkan berbagai aktor seperti pelaku 

bisnis. Dikutip dari harian Bengkulu Ekspres online (2013), pihak Dinas Energi Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu memberikan keterangan bahwa terjadi peningkatan yang 

cukup signifikan dalam hal pengajuan ijin usaha pertambangan di Provinsi Bengkulu 

semenjak dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 6/1999 tentang pemberian kuasa pada 

bupati/walikota untuk wilayah lebih dari 100ha dan gubernur wilayah lebih dari 10.000ha. 

Khusus untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah darah mencatat terdapat 28 

perusahaan yang melakukan investasi hingga tahun 2013. Dua perusahaan batubara, yaitu PT 

Bukit Sunur dan PT. Danau Mas Hitam, sudah mulai beroperasi dari belasan tahun yang lalu. 

Sedangkan yang lainnya baru mengurus ijin explorasi dan ijin exploitasi di masa 

desentralisasi, setelah kewenangan ijin berada di tangan pemerintah daerah. Alasan kedua 

yaitu pembangunan infrastruktur. Masih berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur diklaim oleh pemerintah sebagai bagian 

upaya menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini yang paling berpengaruh terhadap 

kerusakan hutan Semidang Bukit Kabu yaitu pembangunan infrastruktur transportasi darat, 

jalan raya. Beberapa skema pembangunan infrastruktur di wilayah studi, yaitu pembangunan 

jalan usaha pertambangan oleh perusahaan tambang, pembangunan jalan kebupaten dan jalan 

usaha tani oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pembangunan jalan 

pedesaan yang merupakan bagian dari program PNPM-Pedesaan. Diakui oleh masyarakat 

sekitar bahwa akses jalan pertambangan yang dibangun oleh PT. Bukit Sunur pada tahun 80-
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an merupakan prasarana vital yang mendukung perkembangan beberapa desa diwilayah 

tersebut, seperti Desa Gajah Mati, Desa Karang Nanding, DesaKota Niur, dan Desa Padang 

Siring. Jalan ini pula yang memungkinkan masyarakat pendatang dari berbagai daerah untuk 

mengakses wilayah hutan dan membuka wilayah perkebunan di sekitar hutan. Kemudian pada 

era desentralisasi, baru pemerintah daerah aktif melakukan pembangunan jalan usaha tani 

sekaligus penghubung desa untuk mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kendaraan Yang Digunakan Sebagai Alat Angkutan Barang 

Di Sekitar Wilayah Hutan Semidang Bukit Kabu 

 

Jika menilik aspek kelembagaan, terdapat beberapa catatan penting yang berkaitan 

dengan penyebab kerusakan hutan. Catatan pertama yaitu ketiadaan kerjasama antar 

kelompok masyarkat dalam mengelola hutan. Menilik pada konsep self-governing (Ostorm, 

1990) dan beberapa studi kasus mengenai pengelolaan hutan oleh komunitas masyarakat 

(Agrawal, 2000), dapat diketahui bahwa sebenarnya pengelolaan hutan secara terpadu dan 

partisipatif dapat menjadi alternative untuk menjaga kelestarian hutan. Namun beberapa aspek 

yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan yaitu aspek kepastian aturan dan 

pendanaan, aspek komitmen, aspek keadilan dalam pembagian tugas dan manfaat yang 

diperoleh, aspek dukungan atar kelompok termasuk juga dukungan pemerintah, dan aspek 

resolusi konflik (McKean, 2000). Aspek tersebutlah yang tidak ditemui dalam kelompok 

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Semidang Bukit Kabu. Catatan kedua yaitu tidak 

terjalinnya hubungan yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini 

tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan pemerintah pada masa lalu, di era 

pemerintahan terpusat, telah melukai masyarakat. Pemerintah secara sepihak menetapkan 

hutan Semidang Bukit Kabu sebagai salah satu asset pemerintah dengan konsep hutan 

Sumber: Dokumentasi Observasi Lapangan, 2015 
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konservasi dibawah naungan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), salah unit 

teknis dari kementerian kehutanan melalui Keputusan Menteri Kebutanan No: 

168/Kpts/Um/4/1973. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga memberikan ijin konsesi 

wilayah hutan untuk aktifitas penambngan batubara kepada pihak PT, Bukit Sunur pada awal 

tahun 80-an. Inilah yang memicu terjadinya konflik berkepanjangan yang melibatkan 

pemerintah, pengusaha pertambangan, dan masyarakat sekitar hutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi BKSDA Provinsi Bengkulu, 2010 

Gambar 4.5  

Protes Masyarakat Desa Kota Niur Atas Tindakan Eksekusi Lahan 

 

Selanjutnya, catatan ketiga yang penting untuk diperhatikan yaitu ketidakjelasan 

regulasi pemerintah yang tercermin dari tumpeng tindih kewenangan dan konflik antar bagian 

dalam pemerintahan. Permasalahan ini sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang 

terjadi sejak masa pemerintahan terpusat. Bryant & Bailey (1997) mencermati salah satu 

karakteristik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu adanya ketidaksinkronan 

regulasi karena lemahnya koordinasi antar bagian pemerintahan. Sebagai contoh, UU 41/1999 

merupakan kontradiksi dari UU 22/1999, kewenangan manajemen hutan yang pada awalnya 

sebagian besar telah dilimpahkan pada pemerintah daerah, sebagaimana amanat desentralisasi 

sector kehutanan, dikembalikan lagi pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu kebijakan ini 

bukannya desentralisasi, melainkan resentralisasi (Barr et al. 2006: 5; Resudarmo 2004; 

Seymour and Turner 2002). Permasalahan yang serupa juga terjadi pada level pemerintah 

daerah, dimana terjadi inkonsistensi antara kebijakan dan pratik di lapangan. Mencermati 

(a)Salah satu petugas BKSDA 

menempelkan keterangan bahwa 

lahan telah dieksekusi 

(b) Aksi masyarakat desa Kota Niur 

memprotes tindakan eksekusi lahan 

yang dilakukan BKSDA 
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Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah No 10/2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah, disana jelas disebutkan bahwa 

salah satu misi yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan. Namun, kenyataan yang terjadi yaitu pemerintah daerah terus 

mendorong upaya extraksi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Inilah poin yang dikritisi oleh Litfin (1998: 7) bahwa di negara-negara berkembang terdapat 

banyak perbedaan mengenai apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan dilapangan. 

Terakhir, catatan keempat yaitu kelemahan-kelemahan lembaga pemerintah dalam hal 

implementasi kebijakan. Kelemahan tersebut terkait dengan kapasitas organisasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Dalam hal kapasitas organisasi, 

permasalahan utama yang ditemui yaitu kurangnya sumber daya pendukung untuk menjaga 

kelestarian hutan. Diakui oleh pihak BKSDA Provinsi Bengkulu bahwa 35 orang polisi hutan 

dengan keterbatasan dukungan fasilitas dan pendanaan tidak mampu secara intensif 

mengontrol wilayah hutan Semidang Bukit Kabu yang luasnya hamper 10.000 ha. Kemudian, 

permasalahan yang identik juga dialami oleh pemerintah daerah. Dengan jumlah birokrasi 

yang besar dan tuntutan pembangunan yang juga tinggi, pemerintah daerah kesulitan untuk 

mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lingkungan. 

 

(3) Pemahaman Perspektif Political Ecology Terhadap Kerusakan Hutan Konservasi 

Semidang Bukit Kabu 

  Memperhatikan ketiga analisis di atas: sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan, 

dapat dipahami bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayah hutan konservasi 

Semidang Bukit Kabu tidak terlepas dari pengaruh aktivitas berbagai aktor yang 

menempatkan kepentingan mereka terhadap hutan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bryant & Bailey (1997) dalam ‘Third World Political Ecology’ bahwa aktor-aktor 

pembangunan merupakan kunci yang menentukan kondisi sumber daya alam baik saat ini 

maupun dimasa yang akan datang, mereka dapat memilih untuk bertindak selaras dengan 

hukum alam ataupun sebaliknya. Berikut merupakan identifikasi mengenai kelompok aktor 

yang terkait dalam isu ini, beserta kepentingan dan kemampuan akses yang dimilikinya. 

  Aktor pertama yaitu pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian kehutanan dan 

BKSDA. Dalam hal tata kelola kawasan hutan di Indonesia, kementerian kehutanan 

merupakan organisasi induk pemegang wewenang dan penentu kebijakan, sedangkan BKSDA 

Provinsi Bengkulu sebagai unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan permasalahan-
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permasalahan di lapangan. Oleh sebab itu, wewenang untuk menentukan kebijakan strategis 

kembali pada pemerintah pusat. Dengan kemampuan akses yang dimiliki, yaitu akses 

teknologi, akses kapital/modal, akses pasar, akses tenaga kerja, akses pengetahuan, dan yang 

paling menentukan yaitu akses wewenang, pemerintah pusat acapkali terjebak dalam 

kepentingan ekonomi jangka pendek, Hidayat (2011) menyebutnya sebagai direct economic 

value, sehingga orientasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan yaitu untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan pendapatan negara untuk kepentingan 

pembangunan. Hal inilah yang terjadi di wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu. 

Semenjak era sentralisasi, pemerintah pusat terus mengeluarkan dan memperpanjang ijin 

aktifitas pertambangan dan perkebunan yang memakan lahan ratusan bahkan ribuan hektar. 

Kedua yaitu pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Terkait dengan isu kerusakan 

hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu memiliki 

posisi yang serupa dengan pemerintah pusat karena pada dasarnya pemerintah provinsi 

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi-fungsi 

administrasi dan pembangunan di wilayah provinsi. Oleh sebab itu pula kemampuan akses 

pemerintah provinsi tersebut dibatasi oleh ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi 

Bengkulu yang mengikuti gerbong pemerintah pusat pada dasarnya juga memiliki 

kepentingan ekonomi dalam pengelolaan wilayah hutan Semidang Bukit Kabu karena mereka 

menerima pemasukan daerah dari royalty penjualan mineral dan land rent kawasan 

pertambangan. Sedangkan pelaksanaan program-program pelestarian sumber daya hutan 

hanyalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dinas kehutanan 

Provinsi Bengkulu. 

 Ketiga yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Terkait isu tata kelola 

kawasan hutan Semidang Bukit Kabu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi 

dilemma dengan menunjukkan kepentingan ekonomi di dua sisi. Pada satu sisi, di era 

desentralisasi pemerintah daerah kabupaten dituntut untuk menggali sumber-sumber 

penghasilan daerah semaksimal mungkin untuk mendukung pembiayaan pembangunan. 

Namun disisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan kepentingan masyarakat 

yang menuntut kesejahteraan dan hak mereka akan lahan-lahan yang pernah diambil secara 

sepihak dana tau dengan perjanjian yang tidak adil dengan melibatkan pemerintah dan 

pengusaha dimasa lalu. Sementara itu, usulan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 

untuk pelepasan sebagain kawasan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu untuk diubah 

menjadi kawasan budidaya belum mendapat respon dari pemerintah pusat, kementerian 
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kehutanan. Dalam kondisi seperti ini, terjadi kesimpangsiuran dalam hal tata kelola wilayah 

hutan Semidang Bukit Kabu. Walaupun status hutan tersebut adalah hutan konservasi yang 

dimiliki oleh negara, namun pemerintah dalam hal ini BKSDA tidak mampu membendung 

aktivitas masyarakat yang hidup bergantung pada hasil hutan. Demikian juga dengan 

pemerintah daerah, mereka tidak mampu membendung aktivitas masyarakat dan atau 

menghentikan aktivitas pertambangan dan perkebunan karena mereka juga memiliki 

kepentingan didalamnya. Kemudian terkait dengan kepentingan dari sisi pelestarian 

lingkungan, seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu, kepentingan 

ekonomi telah menjadi faktor penghambat yang nyata untuk benar-benar serius 

menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mencermati 

penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemapuan akses yang dimiliki yaitu akses 

teknologi, akses kapital/modal, akses pasar, akses tenaga kerja, akses pengetahuan, akses 

wewenang, dan termasuk posisi yang baik untuk menjadi penengah dalam permasalahan 

konflik lahan antara masyarakat dengan BKSDA dan perusahaan, serta isu kerusakan 

lingkungan yang semakin parah, belum mampu mendorong pemerintah daerah Kabupaten 

Bengkulu Tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Bahkan terjadi 

kecenderungan untuk mewarisi pola-pola yang dilakukan pemerintah pusat pada masa lalu, 

terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek. 

Keempat yaitu perusahaan pertambangan dan perkebunan. Dari data pemerintah 

kabupaten Bengkulu Tengah, setidaknya terdapat 4 aktivitas perusahaan tambang dan 

perkebunan yang berada disekitar wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, yaitu PT. 

Bukit Sunur, PT. Danau Mas Hitam, PT. Kususma Raya Utama, dan PT. Agri Andalas. Dari 

segi aktor ini, jelas bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek manjadi prioritas utama. 

Kemampuan akses yang mereka miliki, terutama akses teknologi, akses kapital/modal, akses 

pasar, dan akses tenaga kerja, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan 

keberlanjutan usaha, serta terus mengupayakan margin keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Adapun aspek kepedulian terhadap lingkungan, dapat dikatakan bahwa tingkat kepedulian 

mereka masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari priktik-praktik ekploitasi sumberdaya 

alam, terutama batubara yang kebanykan tidak mengindahkan standar-standar kelestarian 

lingkungan. Seperti hasil kajian WALHI (2009) bahwa secara kelengkapan administrasi boleh 

saja mereka mengantongi dokumen RKL-RPL ataupun AMDAL, namun tetap saja limbah 

yang mereka buang mencemari sungai. Kemudian dilihat dari laporan pelaksanaan CSR salah 

satu perusahaan yang berhasil ditemui, yaitu PT. Bukit Sunur, dalam laporan tahun 2013 tidak 
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ada satupun penjelasan mengenai kontribusi untuk pelestarian lingkungan, yang ada hanyalah 

bantuan hewan ternak, uang beasiswa, dan peralatan pertanian.\ 

Aktor terakhir, kelima yaitu masyarakat desa di sekitar wilayah hutan. Sehubungan 

dengan isu pengelolaan kawasan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, penelitian ini 

mengidentifikasi dua kelompok masyarakat: pertama yaitu masyarakat yang terlibat langsung 

dengan konflik dengan BKSDA dan perusahaan tambang, dan kedua yaitu masyarakat yang 

tidak terlibat langsung dengan konflik tersebut. Kelompok pertama yang secara historis 

memiliki hubungan yang tidak baik dengan BKSDA dan perusahaan tambang 

memperjuangkan hak lahan untuk kepentingan ekonomi keluarga dan keberlanjutan hidup, 

bukan berorientasi pada keuntungan. Sedangkan pada kelompok kedua, terdapat individu-

individu yang menguasai lahan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, dengan membuat 

perkebunan sawit atau karet dengan lauasan puluhan hektar ataupun dengan menjadi spekulan 

yang melakukan jual-beli tanah. Kemudian dari sisi kepentingan pelestarian lingkungan, 

kedua kelompok tersebut tidak ada yang benar-benar menunjukkan kepedulian untuk 

memperbaiki permasalahan kerusakan hutan. Disinilah kelemahan kelompok masyarakat yang 

tinggal di wilayah hutan Semidang Bukit Kabu. Kemampuan akses pengetahuan metode 

pertanian ramah lingkungan dan akses hubungan sosial yang biasanya dimiliki oleh 

masyarakat tradisional tidak dapat dimanfaatkan dengan baik pada kelompok masyarakat ini.   

Mencermati penjelasan diatas, dapat diidentifikasi bahwa sejauh ini pemerintah pusat 

merupakan aktor yang paling kuat dalam hubungan dengan aktor-aktor lainnya karena 

berbagai akses yang melekat pada fungsi pemerintah. Kekuatan (power) tersebutlah yang 

menempatkan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana regulasi (regulator), dan harusnya 

kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dalam hubungan 

antar aktor dalam pembangunan dan hubungan aktor-aktor tersebut dengan lingkungan. 

Sebagaimana disampaikan oleh Hobbes (1651) bahwa konsep negara hadir untuk menghindari 

ketidakadilan karena sifat individu yang terlalu rasional, menempatkan kepentingan diri 

sendiri diatas kepentingan bersama dalam arti masyarakat secara luas. Namun pada 

praktiknya, seringkali ditemui kekuatan yang dimiliki pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya karena adanya berbagai transaksi kepentingan. Hal inilah yang dinilai 

juga terjadi dalam kasus kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu. Kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah ternyata lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakat 

sekitar, kembali lagi pada kebijakan pemerintah pusat di era 70-an dan 80-an, dimana terjadi 

penetapan kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan konservasi dengan status 
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kepemilikan oleh negara (state-owned property) tanpa adanya proses komunikasi dan 

konsultasi dengan masyarakat, dan kemudian dengan proses yang tidak adil pula pengusaha 

pertambangan atas ijin dari negara melakukan pencaplokan lahan serta memaksa masyarakat 

untuk pindah ke lokasi baru. Salah satu informan kunci menerangkan bahwa: 

 

“orang tua kami telah mulai hidup dan menggarap lahan di kawasan hutan ini 

sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Sedangkan petugas BKSDA baru datang 

dan melarang kami menggarap lahan dengan alasan perlindungan hewan dan 

tanaman di akhir tahun 70-an. Mengapa bukan perusahaan tambang itu yang 

mereka larang?”  

 

Pertanyaan terakhir tersebut secara jelas mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih 

memilih untuk berpihak pada pengusaha daripada kepada masyarakat sekitar. Disinilah 

transaksi kepentingan antara pemerintah dan pengusaha yang didominasi motif ekonomi 

berupaya melakukan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan yang secara sosial 

ekonomi menjadi tempat aktivitas sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka mereka. 

Bryant dan Bailey dalam Shaleh (2013) menyebutnya sebagai tragedy of the enclosure, yaitu 

pembatasan hak dan akses yang berujung pada pengeksklusian masyarakat lapisan bawah.  

Memadukan pemahaman ekologi klasik
1
,  kapitalisasi sumber daya alam

2
, dan konsep 

ketidakadilan ekologi
3
, Dharmawan (2005:9) berpendapat bahwa proses kerusakan 

lingkungan yang mencerminkan ketidakseimbangan pertukaran energi terjadi karena tidak 

memadainya semangat pemihakan kepada lingkungan yang terkandung pada setiap keputusan 

politik tentang pengelolaan sumberdaya alam yang dihasilkan dan dijalankan oleh pemerintah. 

Selain itu, mental exploitatif para pembuat kebijakan yang diwarisi dari era kolonialisme juga 

turut memiliki andil, sehingga kebijakan yang dihasilkan minim keberpihakan pada aspek-

aspek kelestarian lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Adam (2003: 29 – 32) dalam 

‘nature and colonial mind’, bahwa kolonialisme dan kapitalisme telah mendorong pemerintah 

kolonial melakukan melakukan ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran pada 

                                                           
1
 Ekologi klasik memandang bahwa kehancuran lingkungan bisa terjadi akibat dari berlangsungnya 

ketidakseimbang dan ketimpangan pertukaran materi-informasi-dan-energi (exchange mechanism) antara 

manusia yang berada di ruang sosial masyarakat (human system domain) versus sumberdaya alam di ruang 

non-human system (Marten, 2001) 
2
  Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sulit dihindari dalam pertumbuhan ekonomi, karena aturan dasar 

untuk mencapai pertumbuhan yaitu akumulasi capital, dan perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk 

mewujudkan hal tersebut termasuk ekspoitasi secara berlebihan (Gorz, 1996) 
3
  Ketidakadilan ekologi terjadi ketika manusia terlalu banyak mengekspoitasi sumberdaya alam, melebihi 

kapasitasnya untuk melakukan regenerasi (Pellow, 2000) 
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daerah-daerah koloni yang dikuasinya. Mental seperti inilah yang hingga saat ini masih 

terlihat dalam proses pembangunan di Indonesia. 

Kemudian jika dihubungkan dengan persoalan tata kelola hutan, maka jelas bahwa 

mental kapitalisme tersebutlah yang mendorong terbentuknya kebijakan dan praktik-praktik 

keberpihakan pada kepentingan elit penguasa. Sehingga terjadi ketidakseimbangan interaksi 

yang potensial memperparah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan hutan Semidang Bukit 

Kabu belakangan ini. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, 

pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini masih menggantungkan 

pembangunan pada hasil ekstraksi sumber-sumber kekayaan alam, masih berkutat dengan 

kesimpangsiuran aturan-aturan terkait pengelolaan sumber daya alam dan menghadapi 

permasalahan dalam hal kinerja lembaga pemerintah yang  ditandai dengan permasalahan 

birokrasi yang berbelit-belit, konflik antar lembaga pemerintah, serta masalah kedisiplinan 

dan komitmen aparatur pemerintah. Kedua, terdapat juga permasalahan dalam hubungan 

masyarakat yang tinggal disekitar hutan dengan pemerintah. Masyarakat heterogen yang 

cenderung bersifat individualis dan lemah secara organisasi, melakukan perlawanan terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan psoses ekstraksi sumber daya hutan, dimana 

pemerintah mengambilalih wilayah hutan secara sepihak. Namun, ketiadaan akses untuk 

mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama selama dasa sentralisasi, membuat mereka 

tidak berdaya. Kombinasi dari kedua kondisi tersebutlah yang kemudian membentuk pola-

pola kebijakan pemerintah yang mengijinkan dominasi perusahaan, baik perusahaan 

pemerintah maupun swasta, dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan mengatasnamakan 

pembangunan tanpa adanya kontrol yang kuat, melalui lembaga masyarakat maupun internal 

pemerintah sendiri. Penjelasan tersebut kemudian memberi pemahaman bahwa kerusakan-

kerusakan lingkungan tersebut bersumber pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

dijalankan oleh pemerintah.  

Kemudian, kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah muncul begitu saja, melainkan 

terdapat skenario-skenario yang dipengaruhi oleh proses interaksi berbagai aktor dalam 

pembagunan dengan membawa berbagai kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, dapat 

dipahami bahwa adanya perubahan-perubahan lingkungan, termasuk kerusakan hutan, tidak 

terlepas dari pengaruh proses interaksi yang terjadi antar aktor dalam pengelolaan kawasan 

hutan tersebut. Tidak hanya menyangkut interaksi yang terjadi saat ini, namun juga interaksi 

yang terjadi dimasa lalu yang terus berdampak pada kondisi saat ini. Hal ini sesuai dengan 

pemahaman political ecology bahwa terdapat tiga dimensi yang saling terkait dalam 
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mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan, yaitu political sources, 

conditions dan ramifications (Bryant, 1992; Qadim HS, 2012). Dalam kasus kerusakan hutan 

Semidang Bukit Kabu, ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2015 

 

 

Gambar 4.8 
Pola Kebijakan Pemerintah Era Sentralisasi dan Desentralisasi,  

Serta Pengaruhnya Terhadap Kerusakan Hutan Semidang Bukit Kabu 
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Sumber: Analisis Penulis, 2015 

 

 

 

Kedua skema tersebut menggambarkan bagaimana pola kebijakan pemerintah yang 

menggantungkan pembangunan pada ekstraksi sumber daya alam terus berlanjut hingga saat 

ini. Praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga menular pada 

pemerintah daerah di era desentralisasi, termasuk juga di Kabupaten Bengkulu Tengah.  

Pada poin sumber politik (political sources), diidentifikasi bahwa pola pembangunan 

dimasa lalu yang terlalu menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam 

disertai sistem pemerintahan terpusat yang mengedepankan pendekatan top-down, pemerintah 

pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah mendorong pemerintah untuk 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan tatanan lingkungan hidup dan 

pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seperti contoh yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, atas nama kepentingan nasional, negara mengambilalih semua hutan 

Gambar 4.9 
Skema Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu Perspektif Political Ecology 
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dalam wilayah Indonesia melalui peraturan menteri kehutanan, yang kemudain dianggap 

sebagai kejadian pencaplokan lahan terbesar sepenjang sejarah oleh Fay dan Sirait (dalam 

Arnold, 2008: 79-81). Kekuasaan negara tersebut kemudain ditegaskan melalui penetapan 

hutan Semidang Bukit Kabu sebagai kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA melalui 

Permenhut No: 168/Kpts/Um/4/1973, pemberaian wilayah konsesi penambangan batubara 

pada PT. Bukit Sunur dan  pengenalan sistem sertifikasi lahan bagi para pemilik lahan skala 

kecil. Kedua keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya proses 

konsultasi dengan masyarakat. Hal tersebut telah melukai masyarakat dan memicu terjadinya 

konflik. 

Kewenangan yang besar tersebut tidak diimbangin dengan ketegasan dalam penegakan 

aturan dan kapasitas lembaga pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh, tidak ada tindakan tegas 

ataupun sangsi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahan pertambangan dengan pemcemaran limbah batubara dan pengrusakan kawasan 

hutan. Demikian pula halnya dengan kapasitas lembaga pemerintah, kekurangan sumber daya 

merupakan alasan utama dari rendahnya kinerja aparatur dalam mengelola kawasan hutan. 

Oleh sebab itu pengabaian terhadap aturan dan tindakan-tindakan pelanggaran terus terjadi.   

Kenyataan tersebut menciptakan kondisi (condition) dimana tidak adanya solusi yang 

benar-benar mampu menyelesaikan akar dari permasalahan konflik antara pemerintah dan 

masyarakat yang tinggal di wilayah Hutan Semidang Bukit Kabu. Sementara konflik tersebut 

belum terselesaikan dan pengabaian masih terus berlangsung, terjadi kesimpangsiuran dalam 

pengelolaan sumber daya alam di masa otonomi daerah. Amanat undang-undangan untuk 

mentransfer kewenangan pengelolaan kawasan hutan ternyata diingkari oleh pemerintah pusat 

sendiri dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 1999 yang menarik kembali wewenang 

pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan seperti yang tercantum pada UU No. 22 

Tahun 1999 (Barr, dkk. 2006: 5; Resudarmo 2004; Seymour and Turner 2002). Kemudian 

yang terbaru yaitu UU No 19 Tahun 2004 yang kembali mempertegas wewenang pemerintah 

pusat dalam melakukan pengelolaan wilayah hutan. Sedangkan pemerintah daerah telah 

terlanjur mengeluarkan berbagai ijin pemakaian kawasan hutan karena adanya tekanan 

kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai akibat dari desentralisasi fiskal 

yang membuat keuangan pemerintah daerah sangat bergantung dengan dana yang di transfer 

dari pusat.  

Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah untuk bertindak tidak sesuai 

dengan kebijakan pemerintah pusat. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Moeliono, dkk 
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(2009: 9) bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak memperhatikan kebijakan pemerintah 

pusat dan terus mengeluarkan ijin-ijin pemakaian kawasan hutan. Hal tersebut didukung oleh 

hasil telaah yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) terhadap 7000-an peraturan daerah yang 

berkaitan dengan sektor kehutanan dalam periode waktu 1990 – 2009. Hasilnya tidak 

mengejutkan, semenjak dibukanya keran otonomi, termasuk di sektor kehutanan, banyak 

sekali peraturan daerah yang dikeluarkan terkait pengelolaan sumber daya hutan. Sebagian 

mampu memberikan dampak positif, namun tidak sedikit yang memperparah kerusakan hutan, 

terutama kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mengatur kegiatan perkebunan, 

pertambangan, energi, dan infrastruktur. Kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan 

percepatan pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah sering kali memaksa 

pemerintah daerah untuk mengesampingkan kepentingan kelestarian lingkungan jangka 

panjang, serta keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti hal nya di 

Kabupaten Bengkulu Tegah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah boleh saja mengatakan pendekatan pembangunan 

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun kenyataan yang terjadi yaitu praktik-

praktik eksploitasi sumber daya alam yang melenceng dari kaidah-kaidah kelestarian 

lingkungan masih saja terus berlanjut atas nama peningkatan pendapatan pemerintah guna 

membiayai kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu kerusakan lingkungan semakin parah, 

serta kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat terus berlanjut (ramification).    

 

4. Simpulan 

Analisis sosial budaya, analisis ekonomi, dan analisis kelembagaan mengungkap 

beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit 

Kabu. Sementara analisis sosial budaya menyoroti kelemahan hubungan sosial kelompok 

masyarakat, proses pertambahan penduduk, dan komitmen yang rendah dalam menjaga hutan, 

secara ekonomi beberapa alasan terjadinya kerusakan hutan yaitu pertumbuhan ekonomi dan 

tekanan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur jalan. 

Kemudian secara kelembagaan, beberapa poin yang menjadi catatan yaitu ketiadaan lembaga 

masyarakat pengelola hutan, konflik antara institusi pemerintah dan masyarakat, 

ketidakjelasan regulasi pemerintah, serta lemahnya kapasitas lembaga pemerintah dan 

rendahnya komitmen aparatur pemerintah. 

Pendekatan political ecology memandang bahwa munculnya berbagai faktor-faktor 

pendorong tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah (political sources). Titik 
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tolaknya yaitu kebijakan pemerintah pada tahun 1973 yang menetapkan hutan tersebut 

sebagai hutan konservasi dibawah control negara, BKSDA, tanpa adanya proses konsultasi 

publik dengan masyarakat sekitar. Kesewenang-wenangan pemerintah tersebut kemudan terus 

belanjut hingga awal tahun 80-an dengan memberikan ijin penambangan batubara di kawasan 

hutan. Pola kebijakan tersebut masih terus berlangsung, tidak hanya terjadi pada masa sistem 

pemerintahan terpusat, namun terus berlanjut hingga era desentralisasi. Bahkan, hal tersebut 

menjadi lebih massif karena eksploitasi sumber daya alam tidaknya hanya untuk memenuhi 

kepentingan pemerintah pusat, namun juga untuk melayani ambisi pemerintah daerah. Hal 

tersebutlah yang kemudian melandasi hal-hal yang terjadi selama ini (condition), yaitu praktik 

ekstraksi sumber daya alam yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, serta konflik tak 

berkesudahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan demikian 

tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin parah dan peluang terjadinya dampak lanjutan 

(ramification) seperti keberlanjutan kerusakan lingkungan dan dampak ketidakadilan terkait 

aspek sosial ekonomi masyarakat.  

Mendasarkan pada hasil analisis tersebut, adapun beberapa saran yang dapat 

disampaikan kepada aktor-aktor yang terlibat, terutama pemerintah yang memiliki wewenang 

sebagai penentu kebijakan, yaitu: 

1. Penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang perlu 

diprioritaskan guna mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya hutan Semidang Bukit Kabu.  

2. Mencermati kesalahan dimasa lalu, maka pelibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan 

dalam pengelolaan hutan selanjutnya. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat dan tujuan 

dari undang-undang otonomi daerah. 

3. Aspek kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerataan manfaat dari pengelolaan hutan 

tersebut juga perlu diperhatikan, Dengan merasakan besarnya manfaat yang diperoleh dari 

hutan, maka masyarakat akan merasa memiliki dan menjaga hutan tersebut untuk 

kepentingan jangka panjang.  

4. Hendaknya pemerintah merubah pola-pola ekploitatif dengan model pengelolaan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkanpun tidak 

hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan atas dasar akumulasi capital, 

melainkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga 

kelestarian sumber daya alam. 
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5. Kemudian, kebijakan tersebut hendaknya dijalankan secara konsisten dengan penguatan 

kapasitas kelembagaan dan komitmen aparatur pemerintah, serta mengedepankan sinergi 

antara pusat dan daerah.   

6. Penelitian ini masih terbatas pada faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, adapun salah 

satu penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu mengangkat topik model pengelolaan 

sumber daya hutan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan permasalahan yang 

dihadapi. 
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